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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA Esf\

BUPATI ASAHAN

Menimbang

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umurm diubah menjadi Pajak
Hiburan. '

bahwa dengan diundangkanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (enlang Pemerintahan
Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik
Penyusunan Peraluran  Perundang-Undangan dan Bentuk . Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pewerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, dipandang periu
melakukan perubahan dan penyvesuainn Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Momor 06 Tahun
1998 tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Daecrah Tingkat 11 Asahan,

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf "a" dan "b" diatas untuk
memyususn dan menctapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Pajak
Hiburan.

Mengingal

[

Undang-Undung Nomor 7 {rt 1ahun 1956 tentang Pembentukan Da¢rah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor
58).

Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
{Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684%:

Lndang-Undang Nomor |8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36859



4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 twentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
{Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

5. Undang-Undang Nomor 22 ‘Tahun 199% tenang Pemerintaban [Daerah {Lemabaran Negara
Tahun 1994 Nomaor 60);

6. Peraturan Pemernintah Nomor |9 Tahun 1997 {entang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 ),

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-
Lindangan dan Bentuk Rancangan Undang-Lindang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Eeputusan Presiden:

¥ Keputusan Menten Dalam Meperi Nomor 84 Tabun 1993 tentang Bentuk Peraturan dan
Peraturan Daerah Perubahon,

9. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
pemungutan Pajak | Jacrah,

14} Keputusan Menteri Dalam MNegeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan
Peraturan Daerah tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah;

1. Keputusan Menten Dalam Negen Nomaor 172 Tabun 1997 wenlang Knleria Wagib Pajak yang
wajib menvelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan |

12 Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
bidang Pajak Dacral:

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat [ Asahan Nomor 7 Tahun 1988 tentang

Ketentuan Penvidikann atas Pelanggaran Peraturan Daerah (L.embaran Duerah Tahun 1989
Nomaor 8 Seri [2),

Dengan Perselujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 09/ 5K/ DPRD 10 ME] 2000

MEMUTUSKAN

Menctapkan
PERATURAN DAFRAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il ASAHAN NOMOR 06
TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
ASAHAN,
BAB |
KETENTUAN UMUM

I"asal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan |
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Laerah adalah Kabupaten Asahan

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan

Kepala Daerah adalah Bupati Asahan
Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan

Pajak Hiburan vang sclanjuinya disebut Pajak adalah Pungulan Dacrah atas Penyelenggaraan
Ihiburan

Hiburan adalah semuoa jenis pertimjukan, dan atau keramatan, dengan nama dan bentuk apapun
yvang ditonton atau dimkmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk
penggunaan fasihitas untuk berolah raga

Penyelenggaraan Hhiburan adalah perorangan atau Badan vang menvelenggarakan baik untuk
dan atas namanva sendin atau untuk nama pihak lamn yang menjadi penanggung jawabnya

Penonton atau Pengunjung adalah seuap orang yang menghadin suatu hiburan untuk melihat
dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan  oleh
penyelenggara, karvawan, artis dan petugas yang menghadin untuk melakukan pengawasan

Tanda Masuk adalah Suatu tanda atau alat vang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun
vang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau mentkmati hiburan

Surat Pembertahuan Pajak Daerah yang selanjuinya disingkat SPTPD adalah Surat yang
digunakan oleh Waph Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran atau penyetoran
Pajak vang terutang mennrut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah vang sclanjuinya disingkat S5PD adalabh Suarat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penvetoran Pajak yang terutang ke Kas
Dacrah atau ketempal lain yang ditetapkan olch Kepala Dacrah,

Surat Ketetapan Piak Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Ketelapan yang
mencntukan besarnva jumlah pajak vang terutang

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah
Keletapan yang mencentukan besarnya jumlah Pajak vang terutang, jumiah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besar sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus
dibavar.

Suratl Keletapan Pajah Dacran Kurang Bayar Tambah yang selanjuinya disingkat SKPDKBT
adalah Keputusan vang menctukan tambahan atas Pajak vang ditctapkan.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar yang selanjtunya disingkaat SKPDLB adalah
Keputusan yang menentukan jumlah keleb8ihan pembayaran karena jumlah kredil pajak lebih
bavar dan pajak vang terutang atau tidak scharusnya terutang,

Surat Ketetapan Pagak Nibnl yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Keputusan yvang
menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak tcrutang dan tidak ada kredit pajak

Surat Tagihan Pajak Dacrah vang sclanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan
Taguhan Pajuk atau sunksi administrasi berupa bunga atau denda.



BAlz 11
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

I"asal 2

{1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
{2} Obyek pajak adalah berupa hiburan,
(3) Hibwran schagaimana dimaksud ayul (2] antara lain

Pertunjukan
Pengelolaan musih dan an
Pegelaran musik dan tan
Diskotik

Karaoke

Klab malam

Permainan billyard
Permainan ketanghasan
Panti pijat

Mandi uap

Pertandingan olah raga
Yidie CD dan VU'D

o mTmoeQAags

Pasal 3
(1) Subjek pajak adalah varang atau badan vang menonten dan atau menikmati hiburan.

(2) Wajib pajak adalah vrang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB 1]
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atas yang scharusnya dibayar untuk menonton
dan atau menikmati hibwan.

Pasal §

Besarnya lanf pajak untub sctiap jenis hiburan adalah

a  Untuk Jenis pertunjukan dan keramaian Umum yang menggunakan sarana film di  bioskop
ditglapkan

Golongan A 1l utama sebesar 30 % (tiga puluh persen)

Golongan A 11 sebesar 28 % (dua puluh delapan persen)

Golongan A 1 sebesar 26% {dua puluh enam persen)

Golongan B 11 sehesar 24 % (dua puluh empat persen)

Golongan B 1 scbesar 20 % (dua puluh persen)

Golongan C sebesar 17 % (lujuh belas persen)

Golongan D sebesar 13 %% (tiga belas persen)

Jenis keliling sebesar 10 %o (scpuluh persen)

oo i e BB
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b. Untuk pertunjukan kesenian antara lam tmdisional, sirkus pameran seni, pameran busana,
kontes kecantikan sebesar 20 % (dua puluh persen}.

¢. Untuk pertunjukan / pagelaran musik dan tari ditetapkan scebesar 15 % (lima belas persen).
d. Untuk diskotik, disko bar ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh hima persen).

e. Untuk Karacke ditetapkan sebesar 20 %4 (dua pulub persen)

f.  Untuk klab malam ditetapkan sebesar 35 %o (tiga pulub hima persen)

g Untuk permainan billyard ditetapkan schesar 20 %o (dua pulub persen)

h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan schesar 20 % (dua puluh persen)
i, Untuk panti pyat ditetapkan scbesar 10% (sepuluh persen)

1. Untuk mandi uap dan sejemsnya ditetapkan sebesar 10 % (sepaluh persen)

k. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (scpuluh persen)

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
(1) Pajak vang terutang dipungut di wilayah Dacrah

(2) Besarnya pajak yang terutang dengan cara mengalibkan tanl sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimanian dimaksod dalinn pasal 4,

BAaB WV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAIRAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin
Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyclenggaraan hiburan.

Pasal 9
(1) Setiap wajib pajak wajib menisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didisi dengan jelas, bennar dan lengkap
seria ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya
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(3} SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah
selambai-lambatnya 15 (lima belas ) hari seielah berakhir masa pajak

{4) BBentuk, 151 dan tada cara pengisian SPTPD ditetapkan Kepala Dacrah

BAR VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PATAK
Pasal 10

(1) Berdasarkan  SPTPIY  schagaimana dimaksed dalam pasal 9 ayat (1} Kepala Daecrah
menelapkan pajak icrumang dengan penerbitan SKPD

(2) Apebila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat
waktun paling lama 30 (tiga puluh) han sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan di tagih dengan penerbitan STPD.

Pasal 11

{1 Wajib Pajak yang membayar sendine SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal % ayat (1)
dipunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menctapkan pajak sendiri yang terutang.

{2) Dalam jangka waktu 5 (lima) wahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat
menerbitkan

a SKPDKB
b. SKPDKBT
¢. SKPDN

(3) SKPDKb sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf "a" diterbitkan :

n. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak vang terutang tidak atau
kurang bayar, dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
terhitung dari pajak vang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24
{dua puluh cmpat ) bulan dihitung scjak saat terutangnya pajak.

b. Apabila SPTPI> udak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur
secara tertulis, dikenakan sankst admimstrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung scjak saat werutangnya pajak.

¢. Apabila kewajiban menisi SPIPD todak dipenuhi, pajak vang terutang dihitung secara
Jabatan, dan dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak vang kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu paling lama 24
{dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPRK BT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “b" diterbitkan apabila ditemukan data
baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan scbesar 100% (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak tersebut,

{5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “c” diterbitkan apabila jumlah pajak yang
terutang sama besarnva dengan jumlah kredil pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

fa



(6} Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam KPDKB dan SKPDKBT sehagaimana
dimaksud pada ayat (2} Huruf "a” dan "b" tidak scpenuhnya dibayar dalam jangka waktu yvang
iclah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga 2% {dua persen) schulan

{7} Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayal (4) tidak dikenakan
apabila wajib pajak melaporkan sendini sebelum dilaksanakan tindakan pemeriksaan.

BAR VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

i 1) Pembayaran pajak dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk olch Kepala
dacrah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB dan STPD,

{2) Apabila pembayaran pajuk dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus
disctor ke Kas Dacrah sclambat-lambatnya | x 24 jam atau dalam wakiu yang telah ditentukan
aleh Kepala Dacrab,

{3) Pembayaran Pajak scbagaimung dimaksud puada ayat (1) dan ayat (20) dilakuken dengan
menggunakan S5P13
Pasal 13
{1} Pembayaran pajak dilaksanakan harus sckaligus atau lunas

{2) Kepala Dacrah dapal memberikan persclujuan kepada wajib pajak untuk menggangsur pajak
terutang dalam kurun waktu terientu, seiclah memenuhi persyaratan yang ditentukan,

(3) Angsuran pembavaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara
teratur dan berurut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 5 (dua persen) sebulan dani
Jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

{4} Kepala Daerah dapal memberikan persetujuan kepada wajib pajak menunda pembayaran pajak
sampai batas waktu vang ditentukan setclah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan hunga scbesar 2 % (dua persent) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang bayar.

{5) Persayaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serla lala cara pembayaran
angsuran dan penundaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Kepala
Dacrakh,

IPasal 14

(1) Setiap pembavaran pajak scbagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberi tanda bukii
pembayaran dan dicatal dalam buku pencrimaan,

(2) Bentuk, jenis, isi . ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dacrah,



BAB VI
TATA CARA PENAGIHTAN PAIAK
Fasal 15

{1) Surat teguran atau sural peringatan alau surat lain vang scjemsnya scbagar awal tindakan
pelaksanaan penagthan pajak dikeluarkan 7 (tyuh) han sejak saat jatuh tempo pembayaran,

(2) Dalam jangka wakiu 7 {tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau sural peringalan atau
surat lain yang sejems, wapb pajak harus melunasi pajak yang terutang,

(3) Sural teguran, Surat Permgatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada avat
i 1) dikeluarkan olch Pejabm
Pasal 16
(1) Apabila jumlah pajak vang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakiu
sehagaimana dientukan dalam surat teguran atau sural peringatan atau sural lain yang sejems,
jumlah pajak vang harus dibavar ditagih dengan surat paksa.
(2) Pcjabat menerbitkan Sural Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) han sejak anggal
Surat Teguran atau Sural peningatan atau surat lain yang sejenis
Pasal 17
Apabila pajak yang harus dibayar idak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan Surat Paksa, Pcjabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan,
Pasal 18
Setelah penyitaan dan wanb pajak belum juga lunas hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh)
hari sejak tanggal pelaksanaan Sural Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan
permintaan peneclapan tanggal pelaksannan pelelangan Kepada Kepala Kantor Leleng Negara
Pasal 19
Sectclah Kantor Lelang Negara menclapkan han, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru
sita memberitahukan dengan scpera secara tertulis kepada Wanb pajak.

Pasal 20

Bentuk, Jenis dan Isi formubir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah
ditetapkan olch Kepala Daerah



BAB IX

PENGURUNGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

(1} Kepala Dacrah berdasarkan permohonan  wajib  pajak  dapat memberikan pengurangan
keninganan dan pembebasan pajak

(2) Tata cara pembenian penpurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat { 1) ditetapkan oleh Kepala Daerah,

BAR X

FATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DANPENGAHPUSAN
NTAUPENGURANGANSANKS]I ADMINISTRASI

Pasal 22
{1) Kepala Daerah karcna Jabaan atau atas permohonan wajib pajak dapat

a  Membetulhan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD vang dalam penerbitannya
terdapat kesalnhan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam pencrapan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah,

b, Membatalkan atau mengurangkan ketctapan pajak yang tidak benar,

¢. Mengurangkan atau mengahapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
kenaikan pajak tcrutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak
atau bukan kareana kesalahan .

{2) Permohonan  pembetulan,  pembatalan  pengurangan  ketetapan  dan  pengahpusan  atau
pengurangan sanksi admimistras: atas SKPP1D. SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disampakan secara tertulis olch wajib pajak kepada Kepala
Dacrah atau Pejabat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) han sejak tanggal diterima SKPD,
SKPDKR, SKPDKIFT, STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan scjak surat permohonan dimaksud pada
ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan,

{4) Apabila setelah lewat 3 (nga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau

Pejabt tidak membenkan Keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketletapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi adninistrasi dianggap dikabulkan

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23
(1) Wajib pajak dapat mengajukan kebratan kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas sesuatu

a. SKPD



()

(4)

(5)

SKPDKB
SKPDKBT
SKPDILB
SKPDN

cpo T

Permohonan keberatan schagamana dimaksud pada ayal {1) harus disampaikan sccara tertulis
dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (liga) bulan sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKE,
dan SKPDN diterima olch wayib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka wakitu ilu tidak dapat dipenuhi karena keadaan difuar kekuasaannya,

Kepala Dacrah atau Pcjabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
langgal sural permolionan keberalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah
membenkan Keputusan

Apahila setelah lewt 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) Kepala Daerah
atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

Pasal 24

(1) Wapib pajak dapat wmengajuksn Banding kepada badan Penyelesai sengketa Pajak dalam

jangka waktu 3 (liga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan,

(2) Pengajuan Banding scbagaimana yaqng dimaksud pada ayat (1) tidak menunda Kewajiban

imembayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberaian schagaimana dimaksud pada pasal 23 atau Banding sebagaimana
dimaksud dalam pasal 24 dikabulkun scbagaimana atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga scbesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan

()

BARB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK
*asal 26

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
kepada Kepala Dacrah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya

Nama dan alamat wajib pajak

Masa pajak

Besarnya kelebihan pembayaran pajak
Alasan vang jelas

oo o

Kepala Daerah atau Pejabat dalam waktupaling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebithan pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayata (1)
harus membenkan Kepulusan
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(3) Apabila jangka wakiu sebapaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Daerah atau Pejabat tidak
memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKI'DLB hurus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wapb  puak  mempunyin hutang pajak  lamnya, kelebihan  pembayaran  pajak
sehagaimana dimaksod pada ayad (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
hutang pajak tersebe

(5) Pengembalian kelelvhan pombayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan
scjak  duterbitkannyi SKPDLIE dengan menerbitkan Perintah membayar  kelebihan  pujak
(PMIPPED.

{63 Apabila pengembalum kelebiban pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua)

bulan sciak diterbithan SKPIDLB, Kepala daerah atau Pejabal vang memberikan imbalan
bunga 2 % {(dua persen) scbhulan atias keterlambatan pembayaran kelebihn pajak,

Pasal 27
Apabila kelehihan pembayaran payjak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya scbagaimana

dimaksud dalam pasal 2| avat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti
pemindah bukvan juga berlaku sebagai bukt pembayaran,

BAald X
KADALUARSA
Pasal 28
(1) Hak untuk melakukan penagihan xyak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung scjah saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak
pidana dibidang perpajakan Dacrah,
(2) Kadaluarsa penagihan pajak schagaimana dimaksud pada ayal (1) tertangguhkan apabila :

a  Dierbitkan Surm Teguran dan Surat Paksa alaw,

b Ada pengakuan hutang pajak dan wajib pajak langsung maupun tidal langsung,

AR X1V
KETENTILAN PIDANA
Pasal 29

(1) Wajib pajak yang karcna kealpaannya tudaka menyampaikan SPTPD atau mengisi dcn_gan
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar schingga merugikan
kcuangan Dacrah dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling

banyak Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah),

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat merug&an
keuangan Daerah dapat dipidana Kkurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 5.000.000 - {lima juta rupiah)



Pasal 30

Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ndak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun scjak saat lerutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau
berakhirnya bagian taliun pajak atau berakhimya tahun pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan dibidang perpajakan Daerah

{2) Wewewnang penvidik scbagaimana dimaksud pada aval (1) adalah

il

Menerima, mencan, mengumpulkan dan menelii kelerangan atau laporan berkenaan
dengan tidak pidana dibidangperjakan Dacrah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas

Meneliti, mencan dan mengumpulkan keterangan menegal orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan tang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana perpajakan
Daerah tersebul

Menerima keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah

Memeriksa buku-buku Catatan-catatan dan Dokumrn-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan dan
dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan Daerah.

Menyuruh berhente, melarang sescorang meminggalkan ruangan atau lempat pada saal
pemeriksaan sedang herhangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “¢".

Memotrel seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.

Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saks

Menghentikan penvidhkan

Melakukan tindakan lam vang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3} Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
penyampaian hasil penvidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana

"



BAR XVI
RETENTUAN PENLTUPR
Pasal 32
Dengan berlakunya Pecian Daciah i, maka Peraturan Daciah Tingkat 11 Asahan Nomor 06
Tabhun 1998 dinyatakan dv cabut dan tidak berlako Lagi
'axal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacral i sepanjang mengenai pelaksaanannya akan
diatur lebil lanjut eleh Kepala Dacialy,

Ifaxal 34
Peraturan Dactah i mulan bedlakn pada tanggal dindangkan

Apgar setiap o dapat meogetabuinga, memenntabkan pengundangan Pecatuian Daciahy ini
dengan encmpatanmya dalam Tembaran Dacrah Kabupaten Asahan

[ Hsahkan di Kisaran
Pada tanggal 10 Mea 2000

BUPATE ASATIAN
Capddio
RISUDDEN

Dindangkan di Kisaan
Pada tapggal 11 Mer 2040

LEMBARAN DA RAT EABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 30
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